
 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 60 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 

TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI 

KAWASAN HUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999  

tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, perubahan 

peruntukan kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah 
didasarkan pada hasil penelitian terpadu; 

b. bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 

Tahun  2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah  
telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah  menetapkan 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang 
menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang;  

c. bahwa terdapat peruntukan ruang berdasarkan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang berbeda 

dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka untuk 
memberikan kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan 
Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 

Mengingat . . . 
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Mengingat  :  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5097); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 

TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN 
FUNGSI KAWASAN HUTAN.  

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan 

Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5097), diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf b dihapus dan huruf c 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 . . . 
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Pasal 12 

(1) Tukar menukar kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan 

ketentuan: 

a. tetap terjaminnya luas kawasan hutan paling 

sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas 
daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi 
dengan sebaran yang proporsional; dan 

b. mempertahankan daya dukung kawasan hutan 
tetap layak kelola. 

(2) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang dari 30% (tiga 
puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang 
proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan 
lahan pengganti yang bukan kawasan hutan 

dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:2, kecuali 
tukar menukar kawasan hutan untuk menampung 

korban bencana alam dan untuk kepentingan umum 
terbatas dapat dilakukan dengan ratio paling sedikit 
1:1. 

(3) Dalam hal luas kawasan hutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas 30% (tiga 
puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, 

pulau, dan/atau provinsi dengan sebaran yang 
proporsional, tukar menukar kawasan hutan dengan 

lahan pengganti yang bukan kawasan hutan 
dilakukan dengan ratio paling sedikit 1:1. 

(4) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan: 

a. letak, luas, dan batas lahan penggantinya jelas; 

b. dihapus; 

c. terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi atau 
pulau yang sama; 

d. dapat dihutankan kembali dengan cara 
konvensional; 

 

e. tidak ... 
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e. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis 
pembebanan dan hak tanggungan; dan 

f. rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. 

(5) Kepentingan umum terbatas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ratio tukar menukar kawasan 

hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan oleh Menteri. 

 

2. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal 
yakni Pasal 51A dan Pasal 51B yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 51A 

(1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 

ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan  
dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, 
pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 

(enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah 
ini wajib mengajukan permohonan pelepasan 

kawasan hutan kepada Menteri. 

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan 

kawasan hutan. 

 

Pasal 51B ... 
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Pasal 51B 

(1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan  
oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang 
ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 
namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan 
dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan 

produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu 
paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan 
permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada 
Menteri. 

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti 

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disetujui. 

(3) Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan 
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan 

hutan. 

 

Pasal II 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

 

 

 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juli 2012 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
 
                    ttd. 

 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 

 
Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juli 2012 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

               REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

                             ttd. 
 

 
                  AMIR SYAMSUDIN 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 139 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan  

          Bidang Perekonomian, 
 

 

 

                 Setio Sapto Nugroho 



 

 

PENJELASAN 

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 60 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 

TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI 

KAWASAN HUTAN 

 

I. UMUM 

Sesuai dengan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat, 

pada prinsipnya kawasan hutan dapat diubah peruntukan atau fungsinya. 
Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat 
sosial budaya, dan manfaat ekonomi, maka perubahan peruntukan dan 

fungsi kawasan hutan harus berasaskan optimalisasi distribusi fungsi dan 
manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan 
mempertimbangkan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran 

sungai, provinsi, atau pulau, sehingga lahan pengganti kawasan hutan juga 
harus terletak dalam daerah aliran sungai, provinsi, atau pulau yang sama. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang, Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan 
ruang.  

Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau  
Kabupaten/Kota terdapat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan  
hutan yang belum mengacu pada perubahan peruntukan dan fungsi 

kawasan hutan hasil penelitian terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004. Perubahan 

peruntukan tersebut mengakibatkan perbedaan peruntukan ruang antara 
Rencana Tata Ruang Wilayah dengan peruntukan dan fungsi kawasan 

hutan.  

 

 

Perbedaan . . . 
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Perbedaan peruntukan ruang tersebut di atas mengakibatkan perbedaan 

acuan dalam pemanfaatan ruang sehingga menimbulkan ketidakpastian 
pemanfaatan ruang. Perbedaan acuan dalam pemanfaatan ruang tersebut 
harus diselesaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang yang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 
tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah 

ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang, wajib menyesuaikan melalui kegiatan penyesuaian 
pemanfaatan ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan 
rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui 

kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. 

Sehingga semua kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh 
Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang 

ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan 
dengan fungsi hutan produksi, pemegang izin wajib mengajukan 

permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri. 

Berdasarkan pertimbangan di atas perlu mengubah beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Angka 2 

  Pasal 51A 

Cukup jelas. 

Pasal 51B 

Cukup jelas. 

Pasal II . . . 
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Pasal II 

Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5324 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


